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Abstrak

Tulisan ini memfokuskan pada 2 (dua) isu utama, yaitu: pertama, bagaimana
membangun mekanisme sistem checks and balances dalam mengelola keuangan
negara, agar sejalan dengan upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara? Kedua, bagaimana mengimplementasikan fungsi
pengawasan intern pemerintah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan negara?
Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Pendekatan
yang digunakan adalah pendekatan analitis dan yurisprudensi. Sifat dari penelitian
yang dilakukan adalah penelitian deskriptif analitis. Mekanisme sistem checks and
balances dalam mengelola keuangan negara tidak didukung dengan independensi
bendahara pada kementerian/lembaga, karena bendahara diangkat oleh Menteri/
Kepala Lembaga sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dari kementerian/
lembaga yang bersangkutan. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara
tidak memiliki aparat pengawas intern sebagai bagian dari sistem pengendalian
intern Bendahara Umum Negara. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan
adalah aparat pengawasan intern Menteri Keuangan sebagai Pengguna Anggaran/
Barang. Pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi otoritas pengawasan
intern-nya, dengan menempatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) sebagai aparat pengawasan intern Menteri Keuangan sebagai Bendahara
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Umum Negara. Bendahara pada kementerian/lembaga direposisi menjadi pegawai
negeri Kementerian Keuangan yang ditempatkan di kementerian/lembaga.

Kata kunci: Pengelolaan Keuangan Publik, Checks and Balances, Pengawasan
Intern, Reposisi

Abstract

This paper focuses on two key issues, which are: First, how to build a mechanism
of checks and balances system in managing state finance so it will in line with the
efforts to achieve transparency and accountability in state finance? Second, how
to implement the function of the government internal control as part of the state
finance management? The research method used in this paper is normative juridical
methods. The approach used in this paper is the analytical and jurisprudential
approach. The nature of the research conducted is descriptive analytical research. The
checks and balances system mechanism in managing state financeis not supported
by the independence of the treasurer at the ministries / agencies, since they are
elected by the Minister / Chairman of the Institution as a budget user / users of
goods at the ministry / institution. Minister of Finance as State General Treasury
officials do not have internal control officials as part of its internal control system.
Internal control officers of the ministry of finance is the internal control official
Minister of Finance as the Budget User / goods. The government also needs to
restructured intern supervisory authorities, by placing the Finance and Development
Supervisory Agency (BPKP) as an internal control official of the Minister of Finance
as General Treasurer. Treasurer of the ministries / agencies to be repositioned as
a civil servant ministry of finance.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan
bahwa, “Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan
keuangan negara.” Kekuasaan Presiden di bidang pengelolaan keuangan negara
tersebut, selanjutnya: a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola
fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;
b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/
Pengguna Barang kementerian/lembaga yang dipimpinnnya; c. diserahkan kepada
gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola
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